S AL I NAN.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1

SURABAYA

No.2/8;Tgl1.29-01-2000.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 186 TAHUN 1989
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

bahwa dengan telah ditatapkannya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Rajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1L
Surabava yang termasuk jenis retribuss
pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan ;

bahwa unituk melaksanakan penyesuaian materi
sebagaimana dimaksud huruf a, harus ditstapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1350 tentang Pem -
bentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 {(Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan D1 Daerah (Lembaran
Megara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1381 tentang Hukum
Acara Pidana {(Lembaran Negara Tahun 1881 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3028) ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Benda
Cagar Budaya ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3685)

?



§. Peratuyran Pemarintah Nomer 27 Tahun 1983
ifentang Peliaxsanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1881 +tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran
Negara Nomor 36 Tahun 1883}

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987
tentang Retribusi Dasrah {Lembaran Negara Nomor
14 Tahun 1987, Tambahan Lembsran Negara Nomor
36382)

8. Peraturan Mentesri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1887 tentang Peanvidik Pegawai Negeri Di
Lingkungan Pemerintah Dasarah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Nzgeri Nomor B4 Tahun
1883 tentang Bsntuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1857 tentang FProsedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ;

11. Keputusan Maenteri Datam Negeri Nomor 174 Tahun
1437 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Daerah ;

12. Keputusan Manteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah ;

13. Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1858 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis
Ratripusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat

17 ;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Dasrah Tingkat
I1 Surabaya Nomor 13 Tahun 1887 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Pemerintah Kotamadyva Daerah Tingkat II Surabavya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamsdya Daerah Tingkat II Burabaya.

MEMUTUSKAN

Metapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT
SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.
BAB i

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Calam Peraturan aerah ini yang dimaksud
dengarn

a. Dasrah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;



Walikotamadya Kepsia Daerah, =zdalah walikota -
madva Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

Peiabat, =dziah pegawai yang diberi tugas
tartentu dibidang retribusi Daerah sesuai
derngan neraturan perundang-undangan yang
berlaku :

Badan, adalah susatu bentuk badan usaha vang
mel {put perserscan terbatas, parseroan
komanditer, operseroan lainnva, badan usaha
miTik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis,
lembaga, danra pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sekior swasta ;

Kekayaan Daerah, adalah kakayzan yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah maliputi tanah,
bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat—-alat
berat milik Basrah ;

Wsjib Retribusi. adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembavaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemctong
retribusi tertentu ;

Surat ®Ketstapan Retribusi Daerah yang dapat
disingkat SKRD, adalah surat keputusan vyang
menentukan besarnya jumiah retribusi vang
terutang
Surat Tagihan Peatribusi Daerah yang dapat
disingksat STRD, adaiah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda ;

Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian
besarnya retribusi vang harus dibayar oleh

Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga,
kekurangan pembayaran retvribusi, kelebihan
pembayaran retribusi, maupun sanksi

administrasi ;

Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya
kewajiban vang harus dipenuhi oieh wajib
retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kkas
Daersh atau ke tempat lain vang ditunjuk dengan
batas wakiu vang telah ditentukan ;

Kas Daeran, adalah Kas Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat I1 Surabaya ;



n. Gedung Cagar Budaya, iaiah gdedung peninggalan
tama vyang mempunyai nilai seiarah dan budaya
serta memiliki gaya yang khas vyang periu
dilindungi kebaradaannya dan dilestarikan
keaslian arsitektur bangunan sserta benda-benda
peninggalannya untuk kKepentingan iimu
pengetahuan, seisrah dan budaysa.

BAB 11
NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Atas pemaksian kekavaan Daersh dipungut
retribusi dengan nama retribusi pemakaian kekayaan
Daerah.
Pasal 3
Obvek retribusi dimaksud dalam Pasal 2
adalah pelayanan pemakaian kekayaan Dasrah yang
terdiri dari
a. Pemakaian Tanah ;
b. Pemakaian Rumah :

»

c. Pemakaian Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan
Tempat—-tempat Lain ;

d. Pemakaian Alat-alat Besar ;

e. Pemakaian Gslanggang Remaja ;

f. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat ;
Pemakaian Gedung Cagar Budays Balai Pemuda dan

Gedung Cagar Budava Geduns Nasional Indonesia
{GNT)

0

h. Pemakaian Gedung Serba Guna " Arief Rachman
Hakim

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau
badan vang memperoleh pelavanan pemakaian Kekayaan
Dasrah.

BAB I7Y
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pamakaian kekayaan Daerah
digolongkan sebagaij retribusi jasa usaha.



BAR IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal B

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan
frekuensi, tuas dan  jangka warktu pemakaian
tanah dan bangunan, rumah, ruangan/ gedung untuk
pesta, pertemuan, jalan dan ruang terbuka hijau
kota, alat—-alat bzsar dan penggunaan jalan.

BAB V
PRINSTP DAN SASARAN DALAM PENETAFPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan
strukiur besarnva tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang ‘layak
sebagai pengganti biaya pengelolasan, biaya
penyelanggaraan, biava kebersihan dan biava
administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 2

Struktur dan bhesarnva tarif ditetapkan
sebagai herikut

I. Pemakaian Tanah

{1) Atas pemakaian tanah dikenakan retribusi
sebagai berikut

a, Pemakaian tanah jangka menengah {5
tahun) dan jangka pendek (2 tahun) :
Untuk Retribusi per tahun

1. Perdagangan dan Fasilitas Umum
Komersial

1.1. Klasifikasi I {(lebar jatan > 15
metar)
sebesar 0,40 ¥ x luas tanah X
NJGP/m2,

1.2. Klasitikasi 11 (lebar jalan » 12
metar sampai dengan 15 meter)
sebesar 0,35 ¥ x luas tanah x
NJGP/m2.

1.3. Klasifikasi I:I (lebar jalan > 8
meter sampai dengan 12 meier)
sebesar 0,30 % x luas tanah X

NJOP/m2.



ikasi IV (lebar jalan » 5
ampai dengan 8 meter) -

meier sampal ]
sebesar 0,25 % x luas tanah x
NJOP/mZ.
1.5, KlasiTikasi Y {lebar jalan
sampai dengan 5 meter)
sebesar 0,20 % x luas tTanan x
NJGP/m?2.
2. Permukiman dan Fasilitas Umum Non
Komersial :
2.1, Kilasifikasi 1 {lebar jalan > 15
metar) :
sgbesar 0,200 % » luas tahah x
NJOBP/m2.
2.2. Klasifikast II {(lebar jalan > 12
meter sampai dengan 18 meter) -
sehasar 0,175 % x luas tanah x
NJOF /m2.
2.3. Klasifikasi 1II {Vebar jalan > 8
meter sampat dengan 12 meter)
sebesar 0,150 % x luas tanah x
NJOP/m?2.
2.4, Klasifikasi 1V (lebar jalan > 5§
meter sampai dengan 8 meter) :
sebasar $,3125 % x luas tanah x
NJOP/m2.
2.5. Klasifikasi Y {lebar jalan
sampai dengan 5 metar) :
sebesar 0,100 % x luas tanah X
NJGP/m2,
Pemakaian tanah Jjangka panjang (20
tahun)
1. Fasilitas Umum Komersial, sebesar

18 % x luas tanah x NJOP/m2.

Permukiman dan Fasilitas Umum Non
Komersial, sseabesar 10 % x luas tanah
X NJOP/m2Z.

N

Pemaksian tanah berdasarkan pemberian
Hak Guna Rangunan Diatas Hak Pengelclaan
{HCE Diatas HPL) iangka wakKiu 20 tahun

1. Yang bersifat original {belum pernah
gikeluarkan izin pemakaian tanah) :

a. Untuk kawasan perdagangan dan
fasilitas umum Komersial, sebesar
Rp.37,5 % x luas tanhah x NJOP/m2
sesuaij kelasnya.



a

Permyukiman dan fasilitas umum non
kKomersial

or

1. Klasifikasi T {lebar jalan »>15
meier)
sehesar 37,58 % x luas tanah X

NJOP,/m2.

Zz. Klasitikasi 11 (lebar jalan »
Z meter sampai dengan 158
meter)

seoesaw 35 % x luas tanah x
NJIOP/m2.

3]

Klasifikasi III (lebar jalan >
5 meter sampai dengan 12 meter)
sebesar 30 % x luas tanah x
NJOP/m2.

4. Klasivikasi IV {lebar jalan » &
meter sampai dengan 8 meter)
sebesar 25 % x luas tanah x
NJOP/m2.

5. Kiasifikasi vV (lebar jatan
sampa’i dengan 5 meter)
sebesar 20 % x luas tanah X

NJOP/m2.

§. Kilasifikasi VI {lebar jalan < 5
meier)
sebesar 17,5 % x juas tanah X
IU ’OP-" UIE -

Yang bersifat Non Original {sebelum -
nya pernah dikeluarkan izin pemakaian
tanah}

Untuk kawasan Psardaganogan dan
Fagilitas Umum Kom=rsial, sebesar
20 ¥ x luas tanah x NJOP/m2.

[33]

b. Untuk kawasan Permtikiman dan
Fasilitas Umum Noh Komersial :

1. Klasifikasi I dan 11
sghesar 25 % x luas tanah x

NJOP/m2.

2. Klasifikasi I1I dan 1V
sabesar 20 % x luas tanah X

NJGP/m2.

3. Kitasifikasi V dan Vi
sebesar 15 % x luas tanah X

NJOP/m2.



1. Siavsa naresmt an pemakaian tanah
sebesar 20 ¥ x iugs tanhah x NJOP/m?Z.
2. Biays Balik Nama/Pangalihan Hak
Pemzkaian Tanah
z.1 ¥epaga oraneg 1ain, sehbesar 5 % x
luas tanah x NJOP/m2.
2.2, ¥aris, sehssgar 2 % x luas tanah
X NJOP/m?
2.5, Untuk izin pemakaian tanah

jangka panjang (20 tahun) :

)

.3.1. Kepada orang lain,
sebesar 10 x retribusi
per tahun.

2.3.2. Waris, sebesar 5 X
retribusi per tahun.

I1I. Pemakaian Rumah

(1

)

4

Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi
sebagai berikut :

=
i

«}

untuk rumah keizas I, sabesar
Bp.40.008,00 {empzati puiuh ribu  rupiah)
per bulan,

untuk ~Lumah celas I, sebesar
Rp.35.000,00 {tiga puiuh Tima ribu
rupiak) per buian

untuk rumah kelas IIT, sebesar

Bp.30,0000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
per bulan.

9]

untuk rumah keias iV, sehesar
Rp.22.500,00 {(dua puiuh dua ribu lima
ratus rupiah) per bulan.

untuk rumah kelas v, sebesar
Rp.15.0C00.00 (1ima belas ribu rupiah)
per bulan.

untuk rumah kelas VI, sebesar
Rp.11.000,0C (sebelas ribu rupiah) per
bulan.

untuk rumah kelas vIiT, sebesar
Rp.5.000,00 {1ima ribu rupiah}) ner
bulan.



IXT1.

h. ountui rumah kelas VIII, sebesar
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
peir bulan.

1. untuk rumah kelas IX, sebesar
Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per bulan.

{(2) Khusus untuk Rumah Susun, dikenakan

-~
&)
L

retribusi untuk setiap satuan Rumah Susun
sebagai berikut

a. tantai I, sebesar Rp.5.000,00 {(jima ribu
rupiah) per bulan ;

b. Lantai 1II, sebesar Rp.4.000,00 (empat
ribu rupizah) per bulan

c. tantai 111, sebesar Rp,3.000,00 (tiga
ribu rupiah) per bulan ;

d. Lantai IV, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu
iima ratus rupiah) per bylan.

Terhadap mereka yang mendapatkan izin
sebagai pangalihan dari pemegang izin
sebelumnya seiain ketentuan retribusi
dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, dikenakan
Diaya pengalihan hak sebesar 15 (1ima
belas} kali retribusi bulanan.

2ag: zhli waris yang akan meneruskan iJzin,
diken akan biaya pengalihan hak sebesar 1
{satu} kali retribusi bulanan.

Pemakaian Ja'lan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan
Tempat-tempat Lain

(1) Atas pemakaian jalan, ruang terbuka hijau

kata dan tempat-tempat lain, dikenakan
retribusi sebagai berikut

a. Pemakaian untuk stasiun penjualan bahan
bakar umum (SPBU)}, sebesar Rp.1.000,00
{seribu rupiah)} per m2 per buian

b, Femakaian untuk bangunan tempat usaha,
seiain huruf a diatas, sebesar Rp.g00,00
{sembilan ratus rupiah) per m2 per bulan

¢. Pemakaian untuk bangunan sekolah atau
bangupan untuk tujuan sosial Tainnya,
sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) per m2
per bulan ;

d. Pemakaian untuk bangunan rumah tinggatl,
sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
per m2 per bulan ;

-



katan untuk ruang terbuka

i
1)
m
3
[B]
™

1. ®wepentingan Non Komersial, sebesar
o. 160,00 (seratus rupiah) per m2
per bulan ;

2. Kepeniingan Komersial, sebesar
Fp.500,00 {lima ratus rupiah) per m2
par bulan.

Pemakaian untuk manimbun bahan—-bahan
bangunan, bekas bongkaran bangunan atau
barang lainnya, sebesar Rp. 2.000,00
{dua ribu rupiah) per m2 per bulan ;

=1

g. Pemakaizn untuk pemasangan raklame :

t. Tetagp, sebesar Rp.2.000,00/m’ par

2. Insidentil, sebesar Rp.2.000,00 {dua
Fibu rupian} per m2 per bulan ;

h. Pemakadian untul pendirian terop dengan
jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh)
hari, sebesar Rp. 1.0060,00 {seribu
ripiah) p=r m2 dan dapat diperpanjang
satiap kali selama-lamanya 10 (sepuluh)
hari per m2.

1. Atas setiap penggunaahn tempat
penyimpanan kendaraan bermotor hasil
operas’ tertib 1alu Tintas dengan
penderekan, dikenakan retribusi sebagai
berikut :

1. untuk mobil barang dan bus (besar
dan sedang), sebesar Rp.25.000,00
{dua puiuh JTima ribu rupiah) per hari

untuk kereta tempelan dan kereta
gandengan, sebesar Rp.25.000,00 (dua
puluh Tima ribu rupiah) untuk setiap
Kkereta per hatra ;

[

3. untuk mobkil bus kecil, pick up, jeep,
sedan dan sejenisnya, sebesar
Ap.15.000,00 (1ima belas ribu rupiah)
untulk setiap kendaraan per hari.

{2 Ketentuan dimaksud ayat (1) diatas, tidak
berlaku bagi pemakaian untuk tempat ibadah
dan pemekaian yang bersifat insidentil
untuk

a. kKepentingan Pemerintah Daerah atau
kepentingan Negara ;



L oW

Kapentingan yang bersitat iimiah ;

e

sentingan amal ;

Kepentingan umum.

1V. Pemakaian Alat-alat Besar

{1) Atas
retribusi sebagai berikut :

=

pemakaian alat-alat besar, dikenakan

Bagi provek-proyek Pemerintah Daerah dan
partisipasi masyarakat :

1
s

AN

o 1)

untur pemakaian sebuah mesin Phematic
Tired Rolier atau mesin gilas ban
varet berkapasitas 8 - 20 (delapan
sampai  dua puiuh) ton, ditetapkan
sebesar HpP.45.000,00 (empat puiuh

b ]

iima ribu rupiah) sehari ;

unituk pemakaian sebuah mesin gilas
roda dua/tiga berkapasitas 6 -~ 8
{enam sampai delapan) ton, ditetapkan
sebesar Rp.32.500,00 (tiga puluh dua
riby lima ratus rupiah) sehari ;

untuk pemakaian sebuah mesin gilas
roda dua/tiga berkapasitas 10 - 12
(sepuluh sampai dua belas) ton,
ditetapkan sebesar Rp.35.000,00 (tiga
suiuh lima ribu rupiah) sehari

untuk pemakaian sebuah mesin gilas
roda dua/tiga berkapasitas 12 -~ 14
{dua belas sampai empat belas) ton,
ditetapkan sebesar Rp.37.500,00 {tiga
pulun tujuh ribu 1ima ratus rupiah}
sehari ;

untuk  pemakaian sebuah mesin gilas
{vibro trolier) berkapasitas 2 (dua)
ftor, ditetapkan sebesar Rp.17.500,00
{tujuh belas ribu Jlima ratus rupiah)
sehari ;

untuk pemakaian sebuah mesin gilas
{(vibro roiler) berkapasitas 2,5 (dua
setangah) ton, ditetapkan sebesar
20.17.500,00 (tujuh belas ribu lima
ratus rupiah) sehari ;

untul pemakaian sebuah mesin pemadat
tanzah/compactor berkapasitas 0,25
(seperempat) ton, ditetapkan sebesar
Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
sehari ;



12,

18.

untuk  pemakaian sebuah mesin  asphal
sprayer Derkapasitas 800 {delapan
ratus) US Galion, ditetapkan sebesar
Rp.20.000,00 {(tiga puluh ribu rupiah)
seharit ;

uniuk  pemakaian sebuah mesin  asphal
sprayer berkapasitas 200 (dua ratus)
Titar, ditzatapkan sebesar
Rp.17.500,00 {tujuh belas ribu 1lima
ratus rupiah)} sehardi ;

untuk pemakaian ssbuah water tank
(tangki air) bsrkapasitas 4000 (empat
ribuy) Titer ditetapkan sebesar
Rp.50.000,00 {(1ima puluh ribu rupiah)
sehari

untuk pemakaian sebuah generator
1ight berkapasitas 10 {sepuluh)} KVA
ditetapkan sebesar Bp.15.000,00 (1tima
belas ribu rupiah) sehari

uhtuk pemakaian sebuah mesin petrol
Deaking hammer ditetapkan sebesar
Rp.3D.000,00 {tiga puluh ribu rupiah)
sehari ;

untuk pamakadian sebuah mesin
pendestrian ditetapkan sebesar
Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
sehari ;

untuk pemakaian ssbuah mesin asphal
kette] ditetapkan sebesar
Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
sehart ;

untuk pemakaian sebuah mesin conerete
mixer (molen) ditetapkan sebesar
Rp.40.000,00 {empat putuh ribu
rupiah) sehari ;

untuk pemakaian sebuah compresor with
ditetapkan sebesar Rp.75.000,00
{(tujuh puluh Tima ribu rupiah) sehari

untuk pemakaian sebuah mesin water
comp (pompa air) ditetapkan sebesar
Rp.20.000,0C (dua puluh ribu rupiah)
szehari ;

untuk pemakaian sebuah mesin stempar
virana for plate ditetapkan sebesar
2p.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
sehari ;
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24,

25,

26.

..13_

tniuk pemakaian sebuah mesin pompa
jumpur {transh pomp ) ditetapkan
sebesar Rp.17.500,00 {tujuh belas
ribu l1ima ratus rupiah) sehari ;

untulk pemakaian sebuah mesin cirgular
Saw, citetapkan sebesar Rp.25.000,00
{dus puiuh Tima ribu rupiah) sehari ;

untuk pemakaian sebuah mesin sky
workar {mobil tangga) ditetapkan
sgbesar Rp.80C.000,00 (delapan puluh
ripu rupiah) sehari ;

untuk pemakaian sebuah mesin backhoe
Toader ditetapkan sebesar
Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
sehari ;

untuk pemakaian sebuah dump truck
ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (1ima
puluh ribu rupiah) sehari ;

untuk pemakaian sebuah moun sinnox
ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) sehari.

untuk pemakaian mobil derek dalam
kota, dikenakan retribusi sebagai
herikiut

a, unituk menderek meobil barang dan
bus {besar dan sedang) ditetapkan
sabesar Rp.100.000,00 {seratus
ribu rupiah) untuk setiap
Kendaraan :

0. untuk menderek kereta tempelan danh
kereta gandengan ditetapkan
sebesar Fp.1006.000,00 {seratus
ribu rupiah) untuk setiap kereta ;

c. ugtuk menderek mobil bus kecil,
pick up, jeep, sedan dan
sejenisnya ditetapkan sebesar
Rp.75.000,00 (tujuh puluh Tima
ribu rupiah) untuk setiap
kendaraan.

untuk setiap pemakaian mesin pres
plat drucklstg maksimum 56 ton
dikenakan retribust sebesar
Rp.50.000,00 {1ima puiluh ribu
rupiah) per hari paling lama 8 jam.



b. Bagi proyvek-proyek diluar Pemerintah

Daerah dan ataw dituar Kota, untuk
zetiap 1 (satu) jam dikenakan tambahan
retribust sebesar 20 % (dusa puluh
arsen) dari tarip retribusi secara

keseiuruhan per hari.

smacaian alat-alat besar dimaksud
)} diatas, yvyang melebihi wakiu 8
4 ; Y jam maksima? sampat dengan jam
20.20 WwIB, dikenakan tambahan pembayaran
ssbagar 50 % (lima puluh persen) dari

Ketentuan tarif yang bersangkutan,
sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal
ini.

Y. Pemakaian Geianggang Remaja

(1) Pemeakzian Gelanggang Remaja, dikenakan
retribusi sebagai berikut

a. Pemakaian Gelanggang Remaja pada siang
hari untuk

N
.

latihan oiahraga atau kesenian
setiap 2 {dua) jam, sebesar
Rp.10.600,00 {sepuluh ribu rupiah) ;

dingan olahraga sekali pakai,

5 r Rp.75.000,00 (tujuh puluh

lima ribu rupiah} ;

3%. pentas seni sekali pakai, sebesar
Rp.150.000,00 (seratus 1lima puluh
ribu rupiah)

4}. Keperluan pertemuan, rapat, seminar,
zekali pakai, sebesar Rp.100.000,00
{seratus ribu rupiah) ;

5). keperluan yang bersifat komersial,
sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;

besarnya tarif untuk kelebihan

=)
pemakaian waktu, sebesar
Rp.10.600,00 (sepuluh ribu rupiah)
per jam.

b. Pemakaian Gelanggang Remaja pada malam
hari untuk

1). Tatihan olahraga atau kesanian
setiap 2 (dua) jam, sebesar
Rp.15.000,00 (1ima  belas ripu
rupiah}

r
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pertandinganh olahraga sekali pakaid
sehesar Rp.100.000,00 (seratus rtibu
rupiah) ;

penias seni sekali pakai, sebesar
Rp.200.0205,00 {dua ratus ribu
rupiah) ;

kKeperluan pertemuan, rapat, seminar
sekali pakai, sebesar Rp.150.000,00
(zeratus iima puluh ribu rupiah) ;

“eperiuvan vyang bersifat komersial,
sebeszar Rp.250.000,00 (dua ratus
Timz puluh ribu rupiah) ;

asarnya tarif untuk kelebihan
pemakaian waktu, sebesar
Rp.15.000,00 {1ima belas ribu

rupiah) per jam.

tatihan olahraga secara berlangganan
untul  pemakaian 1 (satu) minggu
sekali dalam 1 (satu) bulan pada
siang hari, sebesar Rp.50.000,00
{1ima puluh ribu rupiah) ;

latihan kesenian secara berlangganan
untuk pemakaian 1 (satu) minggu
sexali dalam 1 (satu) bulan padza
siang hari, sebesar Rp.50.000,00
{Tima puluh ribu rupiah).

latihan clahraga secara berlangganan
untuk pemakaian 1 {satu) minggu
sakali daiam 1 (satu) bulan pada
malam hari, sebesar Rp.60.000,00
tenam puluh ribu rupiah)

latihan kesehian secara berlangganan
untuk pemakaian 1 (satu) minggu
sekali datam 1 (satu) bulan pada
matam hari, sebesar Rp.60.000,00
{enam puluh ribu rupian).

pemakaian dimaksud huruf c dan d dia?as,
untuk sekali pakai selama 2 (dua) jam,
baik siang maupun malam hari.

I

Pemakaian lokasi/tempat untuk pemasangan
reklame atau promesi berbentuk

reklame insidentil

a). Spanduk, dikenakan retribqsi
sebesar Rp.150,00 (seratus lima
puluh rupiah) per m2 per hari.



nY. Baliho, dikenakan retribusi
sebesar Rp.500,00 (lima ratus
*upiah) per mZ2 per hari.

2). Reiklame Tetap

Besarnya tarif retribusi untuk
reklame tetap, sebesar Rp.306.000,00
(tiga puluh ribu rupiah) per tahun.

3). Balon Terbang

Besarnya tarif retribusi untuk 1
{satu) balon terbang, sebesar
Rp.2.500,00 (dua ribu 1Tima ratus
rupiah) per hari.

(2} Tarift retribusi dimaksud pada ayat (1)
diatas, sudah termasuk pemakai fasilitas
vang tersedia di Gelanggang Remaia, vaitu :

o

1 {satu) unit Sound System.
100 {seratus) buah kursi 71ipat ftanpa
busa.

|h

VvI. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat

(1) Pemakaian gedung Taman Hiburan Rakyat,
dikenakan retribusi sebagai berikut

a. Pemakaian Rutin

{). retribusi kios untuk depot, sebesar
Rp.31.,000,00 (tiga puluh satu ribu
rupiah) per bulan ;

2)Y. retribusi kios untuk kerajinan,
sgbesar Rp.25.000,00 (dua pultuh lima
ribu rupiah) per bulan ;

3). retribusi gecdung Srimulat, sebesar
Rp.25.000,00 {dua puluh 1lima ribu
rupiah) per hari.

1), retribusi gedung wWayang Orang,
sebesar Rp. 12.500,00 {(dua belas
ribu lima ratus rupiah) per hari ;

5). retribusi gedung Ketoprak, sebesar
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
per hari,

8). retribusi gedung Ludruk, sebesar
Rp.30.¢00,00 {tiga puluh ripu
rupiah) per hari.
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Ssmakaian gedung insidentil untuk
resepsi, penataran, pesta dan pertemuan :

1). retribusi gedung Srimuliat, sebesar

Rp.200.,.000,00 {dua ratus ribu
ruptahl)
2}. retribusi gedung Wayang Orang,

sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah) per hari.

3). retribusi gedung Ketoprak, sebesar
Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) per hari.

4). retribusi gedung Ludruk, sebesar
Rp.450.000,00 (empat ratus Tima
puluh ribu rupiah) per har4.

Ketentuan besarnya retribusi dimaksud
angka 1, 2, 3 dan 4 huruf < diatas,
sudah termasuk fasilitas pemakaian
listrik.

Pemakaian lokasi/tempat untuk usaha
promosi

1). Baliho, dikenakan retribusi sebesar
fp.500,00 (1ima ratus rupiah) per m2
petr hari,

2). Spanduk, dikenakan retribusi sebesar
Ap.150,00 {seratus lima puluh
rupiah} per m2 per butlan.

3). Lampu Necn, dikenakan retribgsi
sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah} per m2 per bulan.

Pemakajan Peralatan

1}. Untuk gamelan pelog, slendro,
sebesar Rp.75.000,00 (tujuh Dpuluh
lima ribu rupiah) per hari.

2). Untuk sound system, sebesar
Rp.15.000,00 (1ima belas ribu
rupiahj per hari.

(¥4
p—

Untuk seperangkat alat Band, sebesar
Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
per hari.



{2) Biaya pemakaian air minum dari Perusahaan
Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya pada .gedung Kesenian atau
stand kerajinan harus dibayar oleh pemakai
melalui Kas Taman Hiburan Rakyat, dengan
tambahan 10 % {sepuluh persen) dari
rakening vyang ditetapkan oleh Parusahaan
Dasrah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat
1T Surabaya.

Pt
[ F%)
L

Biaya pemakaian aliran listrik pada gedung
Kesenian atau stand kerajinan harus dibayar
oleh pemakai melalui Kas Dinas Taman
Hicuran Rakyat dengan tambahan 10 %
{senuluh persen) dari rekening yang
ditetapkan oleh Perusahaan Umum Listrik
Nzgara Distribusi Jawa Timur.

VII. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan
Gedung Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia
(GNI}

(1) Atas pemakaian gedung cagar budaya Balai
Pemuda dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Reftribusi atas penggunaan Gedung Cagar
Budaya Balai Pemuda per meter persegi
ner hari ditetapkan sebagai berikut
. Untuk

gijatan Komersial, sehesar
Ro. ,

Ke
L.000,00 (dua ribu rupiah} ;
Untuik kegiatan Non Komersial, sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

o

48]

Untuk kegiatan Sosial, sebesar
Rp.500,00 (lima ratus rupiah).

b. Retribusi pemakajan halaman, sebesar
Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per meter
persegi per hari.

c. Retribusi pemakaian AC, sebesar
Rp.175.000,00 (seratus tujuh puiluh 1ima
ribu rupiah)} per hart.

d. Retribusi penambahan daya Tistrik
maksimum 50 KVA, sebesar HRp.175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
per hari.

e. Retribusi pemakaian peralatan per buah
per hari, ditetapkan sebagai berikut

1. Untuk meja lipat, sebesar Rp.1.000,00
{seribu rupiah).



P
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Uniuk kursi lipat, sebesar Rp.500,00
(lima ratus rupiran).

W

Untuk kursi susun, sebesar Rp.750,00
{(tujuh ratus lima puluh rupiah).

Atas pemakaian Gedung Cagar Budaya Gedung
Hasional Indonesia {GNI}, dikenakan
reiribusi sebagai berikut

=
=

0

Retribusi atas penggunaan Gedung Cagar
Budaya Gedung Masional Indonesia {GNI),
ditetapkan sebagai berikut

1. Penggunaan Pendopo untuk siang hari,
sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus
ribu rupiah)

2. Penggunaan Pendopo unhtuk malam hari,
sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus
1ima puluh ribu rupiah) ;

3. Penggunaan Pendopo untuk kegiatan
sosial, sebesar Rp.50.000,00 {(lima
puluh ribu rupiah).

Retribusi pemakaian peralatan per buah
petr hari, ditetapkan sebagai berikut

1. Untuk meja lipat, sebesar Rp.1.000,00
{(seribu rupiah) ;

]

Untuk kursi lipat, sebesar Rp.500,00
{1ima puluh ribu rupiah) ;

Untuk kursi susun, sebesar Rp.750,00
{(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

53]

Retribusi untuk pemakaian ruangan atau
bangunan di komplek Gedung Cagar Budaya
Gedung Nasional Indonesia (GNI), per
buian ditetapkan sebagai berikut :

1. Ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (atas),
sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah)} ;

2. Ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah),
sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh
Tima ribu rupiah) ;

3. Ruang C.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah),
sebesar Rp.150.000,00 (seratus 1lima
puluh ribu rupiah}.

4. Ruang C.2 ukuran & x 3 meter (bawah),
sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu
rupiah) ;



o

Ruang C.3 ukuran 6 x 10 meter
{bawah), sebesar Rp.80.000,00 {lima
puluh ribu rupiah)

8. Ruang C.4 ukuran 5 x 5 meter (bawah),
sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima
rupiah)

7. Ruang C.4.1 ukuran 8 X 3 meter
(bawah}, sebesar Rp.15.000,00 (1lima
belas ribu rupiah) ;

8. Ruang C.5 ukuran 6 x 8 meter (atas),
sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua
puluh Yima ribu rupiah) ;

9. Ruang C.6 ukuran 6 x 8 meter (atas),
sebesar Rp.60.000,00 {(enam puluh ribu
rupiah).

10. Rumah di J1. Bubutan Kulon Nomor 23
{ukuran 10 x 6 meter)

- Petak H.1, sebesar Rp.7.500,00
{(tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Petak H.2, sebesar Rp.7.500,00
(tujuh ribu 1ima ratus rupiah) ;

- Petak H.3, sebesar Rp.7.500,00
{(tujuh ribu luma ratus rupiah) ;

- Petak H.4, sebesar Rp.7.500,00
(tujuh ribu Tima ratus rupiah).

11. Rumah di J1. Bubutan Kulon Nomor 6
Petak G (ukuran 7,5 x 5 meter),
sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah).

12. Rumah di J1. Bubutan Kulon Nomor 16
Petak I (ukuran 4 x 3 meter), sebesar
Rp.7.500,00 <(tujuh ribu Tima ratus
rupiah).

13. Rumah di J1. Bubutan Kulon Nomor 18
Petak J (ukuran 4 x 4,5 meter),
sehesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu l1ima
ratus rupiah).

VIII. Pemakaian Gedung Serba Guna " Arief Rachman
Hakim "

(1) Atas pemakaian Gedung Serba Guna “Arief
Rachman Hakim", dikenakan retribusi sebagai
berikut



G.

Pemakasan untuk 4 (empat) jam pertama

Ruangan Utama
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.200.000,00 (satu
rupiah),
kKapasitas 1.500 buah

hari
sebesar
juta

b. Pada malam hari, dikenakan

retribusi

Rp.1.400.000,00 (satu

empat ratus ribu

sebesar

juta
rupiah)

dengan kapasitas 1500 kursi.

1.2, Hari Sabtu Malam Minggu, Hari
Minggu dan Hari Besar Lainnya :

Baik pagi/siang maupun malam
hari, dikenakan retribusi
sebesar Rp.1.960.000,00 {satu
juta sembitan ratus ribu
rupiah), dengan kapasitas 1.500
buah kursi.
Z. Ruangan Bagian Selatan :
2.1. Hari Biasa
a. Pada pagi/siang hari
dikenakan retribusi sebesar

Rp.250.000,00 (dua ratus 1ima

guluh ribu  rupiah),
kapasitas 200 kursi.

dengan

2. Pada malam hari, dikenakan

retribusi

sebesar

Rp.250.000,00 (dua ratus lima

putuh  ribu tupiah),
kapasitas 200 kursi.

dengan

2.2. Hari Sabtu Malam Minggu, Hari
Minggu dan Hari Besar Lainnya -

Baik pagi/siang maupun malam
hari, dikenakan retribusi
sebesar Rp.250,00 (dua ratus
Tima puluh ribu rupiah), dengan

kapasitas 200 kursi.



iitas vang tersedia tanpa dipungut

Kursi YTipat 200 buah.

Rughg Rias/istirahat.

Air Conditioning (AC).

Sound System dan 4 (empat) microphone.
Genset Automatic,

!

[ I YRR PN Ch I
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T
i

zin Keramaian dari Kepclisian.

Faaiiitas lain vang dapat disewakan per
4 {ampat) iam :
t. Listrik untuk video, sehesar

|-
Rp.00.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

2. Listrik untuk Band, sebesar
Rp.70.00¢,00 (tujuh puluh ribu
rupiah)

Listrik untuk penggunaan 2 (dua) buah
spotlight 1000 watt @ Rp.75.000,00
{(tuiuh puluh Tima ribu rupiah) =
Rp.150.000,00 (seratus Tima puluh
ribu rupiah)} ;

[

-,

L. RKursi lipat verkrom, sebesar
Rp.750,00 ({(tujuh ratus 1ima puluh
rupiah) per buah.

|

8]

Pengguhaan gamelan beserta
panggungnya, Sabhesar Rp.175.000,00
{(zeratus tujubh  puluh tima ribu
Tupiahij.

Penggunaar Gedung lebih dari 4 (empat)
jam, dikeanakan tambahan sewa

1. Ruangan Utama

.1, Untuk 1 (satu) jam pertama,
sebesar Rp.150.000,00 (seratus
1ima puluh ribu rupiah)} ;3

Untuk jam kedua dan seterusnya,
saebesar Rp.100.000,00 {seratus
ribu rupiah) ;

-
[atd]

2. Ruangan Bagian Selatan

2.1. Untuk 1 ({satu) jam pertama,
sebesar Rp.100.000,00 (seratus
ribu ribu rupiah} ;

Untuk jam kKedua dan seterusnva,
sebesar Rp.75.000,00 (tujuh
puluh Tima ribu rupiah).

]
—
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Anabila pemakai menggunakan jasa pihak
hetiga, diwajibkan membavar retribusi
sebagai biaya kompensasi sebagai berikut

1.

o

1
| S0l B3]

unaan pelaminan {(kuade), sebesar
000,00 {ifujuh pulun 1ima ribu

P

4
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Penagunaan taman/dekorasi, sabesar
Rp.30,600,00 (1ima puluh ribu rupiah)

(a3

. Penggunaan gamelan, sebesar
Bp.50.000,00 (1ima puluh ribu rupiah)

o=

Penggunaan jasa katering 7% (tujuh
persen) X jumlah tamu X indeks
minimum {Rp.12.500,00) dan biaya
tersebut termasuk penggunaan pantry.

Pemakaian Halaman :

a.

b.

f1

&

a.

b,

Sva

Untuk arena promosi untuk 1 (satu) hari
mulai pukul G9.00 WIB sampai dengan
pukul 21,00 WIB, sebesar Rp.560.000,00
{(enam puluh ribu rupiah) per meter
persegi

Tambahan penggunaan pemakaian halaman
untuk arena promesi dimaksud huruf a
diatas, wuntuk 1 {satu) jam pertama
zehesar Rp.20.000,00 {dua puluh ribu
rupiah} per meter persegi dan selebihnya
sabesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu
rupiah) per meiler persegi.

rat-syaral pembayaran

Fada saat pendaftaran , penvewa membayar
hiaya administrasi/uang muka minimal
sebasar Rp.2030.000,00 {(dua ratus ribu
rupiahy dan mengisti surat pernyataan ;

Pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua)
minggu sabelum waktu pemakaian.

Fembatalan

& .

Pembatalan 2 (dua) minggu sebelum wakiu
pemakaian dikenakan biaya administrasi
sehesar 5 % (lima persen) dari jumlah
yang sewa ;

Pambatalan 1 (satu) minggu sebelum waktu
pemakaian dikenakan biaya administrasi
sebesar 10 % ({(sepuluh persen) dari
jumlah uang sewa ;

-y



¢. Parzataian 3 (figa) hari sebelum waktu
pamakaian dikenakan biava administrasi
sebasar 100 ¥ {seratus parsen} dari
jumizh uzrng sewa.

BaB V13
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasai 8

{1} Retritusi dipungut dangan menggunhakan SKRD atau
dokumer lain yahg disersamakan ;

{2) Hasil punguian retribusi sebagaimana dimaksud
dalam pasai 3 disetor ke Kas Daerah melalusd
Eendaharawan Khusus Penerima pada Dinas
Pendapatan Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat ITI
Surabaya

Paszal 10
Femungoutan retribusi tidak dapat
diborongkan.
BAR VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11
Fetritazsi teprutang dalam masa retribusi
terjadi nada saarl ditetapkan SKRD atau dokumen
Tain yang cipersamakan.
Bag IX
SAMKSI ADMINISTRASI
Basail 12
atam hal wajib retribusi tidak membayar
tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi

3dm1”1strasi barupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari besarnva retribusi yang terutang
vyang itidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggurakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 183

{1) Pembayaran retribusi yang terutang harus
dibayvar sekaligus ;
{2) Retribusi vyang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain vahg
dipersamakan

¥
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(1)

(2)

(3)

(3)

L3

(1)

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat
pembavaran retribusi diatur oleh Walikotamadya
Kepala Dasrah.

BAE XI
TATA CARA PEMAGTHAN

Pasal 14

Suirat fsaguran ztau surail peringatan atau surat
lain vang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan peragihan reiribusi dikeluarkan 7
(tuiuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

Dalam Sangka waktu 7 {(tujuh) hari setelah
tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib
Retribusi harus meliunasi retribusi Yang
terutang ;

sSurat teguran, surat peringatan atau surat
lain vyang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala
Daesrah atau Pejabat yahg dituniuk.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

Waiikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan

pangurangan, kKeringanan dan pembebasan
retribusi
Pengurangan, keringanan dan pembebasan

ratribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi ;

Tata cara rengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Dasrah.

BABE XIII
KEDALUWARGEA
Pasal 16
Penagihan retribusi kedaluwarsa seteiah
melampaui jangka waktu 3 (tiga} tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi
kkecuali apabila wajib retribusi melakukan

tindak pidana dibidang retribusi ;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tertangguh apabiia

s
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a. Diterbitlkan Surat Teguran dan atau Surat
PaKsa

0. Ada pesngakuan utang retribusi dari Wajib
Hotribus:t  batk Tangsung maupun tidak
Tarasunag.

[}
=AB XTIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasail 17

Piutang retribusi vang tidak mungkin ditagih
tagi karena hak wuntuk melakukan penagihan
sudah Kedatuwarsa dapat dihapus ;

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan
keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah
vang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan
Kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurunrgan paling iama 6
fenam? bulan atau denda paling banyak 4

{2mpat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

1dak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
1, adalah peianggaran.

BAB V3
KETENTUAMN PENYIDIKAN
Pasal ]
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu

dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah ;

{2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah

a. mensarima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
findak pidana dibidang retribusi Daerah
agar keterangan atau taporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;



(3)

(1)

b. menreiits. mancart dan mengumpulkan
Keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentansg kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi
Dserah t=arsebut ;

c. meminta Kketerangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daszsrah :

erar<sa bulku-buku, catatan-catatan dari
crang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan oukiti pembukuan, pencatatan dan
dokuman—dokumen 1ain serta melakukan
panyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas crang dan atav dokumen yang
di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e
di atas ;

h., memotral sessorang yang berkaitan dengan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

i. mamanggil crang untuk didengar keterangannya
a diperiksa sebagai tersangka atau

j. mengrnentikan cenvidikan ;

k. melakukan tindakan lain varg dianggap perlu
untudk kKelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah menurut hukum vyang
dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)},
memberitahukan dimulainya penvyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pzsal 20
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenasi
pelaksanaannya akan diatur Tebih lanjut

dengan Kecutusan Walikotamadva Kepala Daerah ;



(Z2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,

dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin
Pamakaian Tanah, khususnya ketentuan-—
ketentuan yang mengatur retribusi ;

b, Peraturan Dasrah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabava Homor g Tahun 1986 tentang

Damaikaian Rumah Yarg Dikuasai Oleh
Femarintah Koizmadya Daerah Tingkat 11
Surapava ;

c. Paraturan uaerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabava omor 7 Tahun 18923 tentang Izin
FPamakaian Sementara Jalan, Ruang Terbuka
Hijau Kota dan Tempat-tempat Lain Yang
Dikuassai Psmerintah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surahaya

d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 14 Tahuh 1978 tentang
Femakaian Alat—-alat Besar Yang Dikuasai Oleh
Pemerintah Ketamadya Daerah Tingkat i1
Surabaya, yang telah diubah kedua kati
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tehun 1991 .

e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1I
Surzbaya mMomor 18  Tahun 1983 tentang
Pengelolaan dan Pemakaian Gelanggang Remaija

—h

Pzraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Suraabaya Nomor 7 Tahun 1983 tentang 1Izin
Penggunaan Gedung Dalam Taman Hiburan Rakyat
Kotamadya Daerah Tingkat II1 Surabaya ;

g. Peraturan Daesrah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surzbaya Momor 8 Tahun 1988 tentang
Ketentuan Pemakajan Gedung Balai Pemuda dan
Gedung Nasional Indonesia, vang telah diubah
Kedua xaii terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 1991 ;

Ssmua kKetentuan peraturan perundang-undangan
yang pernan ada sepanjang bertentangan
dangan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin
Pemakaian Tanah, khususnya diluar ketentuan
retribusi tetap beriaku sepanjang belum diatur
lagi dalam Peraturan Daerah atau Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah.



Pasai 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggs!l diundangxan
Agar sUpaya setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya.

Ditetapkan di Surabava.
pada tanggal 27 Juli 1988.

DEWAN PERWAKILAN RBAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd. tid.

H. HARJOSO SUPENO.
KOLONEL CHB NRP. 22027.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.35-
1164 tahggal 29 September 19358.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN
UMUM DAN OTONOMI DAERAH

Direktur Pembinaan
dan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerak Tingkat 1II
Surabayz Seri B Tahun 2000 Tanggal 2% Jahudari 2000 Nomor : 2/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.
Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.

Pemhina Tingkat I.
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Surabaya

ub.

nata Tingkat I.
IP. 510 100 822.



PENJELAGSAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TEMNMTANRG

RETRIBUSI PIMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN LUkUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tgn@ang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah vang
ditindaklaniuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1?98 tantang Ruang Lingkup dan Jenis—-Jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daeran Tingkat 1II, perlu meninjau dan
menyempurnakan kembali beberapa Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkst II Surabaya yang mengatur tentang reiribusi
pemakaian kekayaan Dasrah.

Selain mengatur kembali pungutan vyang telah ada,
Peraturan Daerah ini juga mengatur pungutan baru sesuai
dengan obyek pelavanan kekayazn Dasrah yang dimiliki oleh
Pemerintah Dasrah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah 1ini, diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat
meningkatkan pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi
pemakaian kekayaan Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang
genye1enggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan dj

aerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 - - Yang dimaksud dengan

a. Rumah Kelas I, adalah
rumah yang terdiri
dari kamar—-kamar,
kamar mandi/WC yang
menggunakan penerangan
1istrik dan air minum

tersendiri dan
terletak di jalan yang
dapat ditatui
kendaraan bermeotor

roda empat dengan luas
bangunan 301 m2 atau
Tebih yang terletak
pada jalan sirategis
serta dipergunakan
sebagai tempat usaha ;



Fumah Kelas 1II, sama
dengan rumah kelas 1
tetapi ftidak terletak
pada jaian strategis
darn tidak dipeargunakan
sebagzi tempat usaha ;

Rumah ketas ITI,
adaian rumah terdiri
dari kamar-kamar,
wamsr mandi/WC,

menggunakan penerangan
Tistrik dan air minum

tersendiri, tidak
dijalan vang dapat
dilalui kendaraan

bermotor roda empat
Yang luas bangunan
antara 201 m2 sampai
dengan 300 m2 serta
dipergunakan sebagai
tempat usaha

Rumah kelas iV, sama
dengan rumah ketas II1I
tetapi tidak

dipergunakan sebagai
tempat usahsa ;

Rumah keias V, adalah
rumah vang terdiri
dari kamar—-kKamar,
kamar madi/WC,
menggunakan penerangan
Tistrik dan air minum

tersendiri, terletak
di djslan vang dapat
dilalus kendaraan

bermotor roda empat
dengan luzs bangunan
antara 101 m2 sampai
dergan 200 m2Z serta
dipergunakan sebagai
tempat usaha ;

Rumah kslas VI, sama
dengan rumah kelas V
tetapi tidak
dipergunakanh sebagai
tempat tsaha ;

Rumah kelas VII,
adalah rumah vang
terdiri dari kamatr-
kamar, kamar mandi/WC,
mempergunakan

penerangan listrik dan
ajr minun, dengan luas
bangunan antara 31 m2
sampai  dengan 100 m2
serta tak terletak
pada gang atau jalan
kKampung



Pasal 9 sampai dengan Pasal 24

n. Bumah kelas VIII,
adalah rumah Yang
terddiri darsi Kamar-

kamar, kamar mandi/WC,
mempergunakan pene -
rangan listrik dan air
minum tersandiri,
dengan luas bangunan
antara 13 m2Z sampai

dengan 30 m2 serta
Tidak tarletak pada
garg atau ialan
Kampung ;

i. Rumah kelas IX, adalah
rumah los yang
dipetak-petak dan
Tain—-lain serta tidak
tarletak dalam kelas

rumah sebagaimana
dimaksud pada huruf a
sampai dengan h

tersebut diatas.

Yang dimaksud dengan
Rumah Susun, adalah rumah
bertingkat milik atau
yang dikuasai oteh
Pemerinrtah Daerah antara

TN S

1. Rumah Susun Sombo ;

2. Rumah Susun Urip
Sumoharijo.

- Pelayanan pemakaian alat-

alat besar sebagaimana
diatur datam Peraturan
Dasrah ini sebagai upaya
Pemerintah Daerah untuk

menggald sumber—-sumber
penerimaan Daerah
disamping dipergunakan
sendiri oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan
kebutuhan.

Cukup jelas.



